
45 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan pada bab sebelumnya 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Perencanaan Pembangunan Di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten 

Timor Tengah Utara dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu: 

Pertama, Peran Aktif. Dari indikator ini disimpulkan bahwa yang dilakukan peneliti 

bahwa dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa melibatkan seluruh unsur yang ada 

di Desa Haumeni Ana untuk merencanakan pembangunan. Selain itu juga dapat dilihat 

bahwa hubungan pemerintah desa dengan BPD tidak berjalan searah sehingga BPD tidak 

begitu aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

Kedua, Peran Partisipasi. Dari indikator ini disimpulkan bahwa peran partisipasi dalam 

perencanaan pembangunan desa BPD tidak konsisten untuk berpartisi dalam kegiatan yang 

dilaksanakan di Desa yang mana melalui musdus, musdes, dan musrenbangdes BPD dilihat 

tidak begitu aktif, selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan sangat rendah karena kurangnya informasi mengenai pelaksanaan perencanaan 

pembangunan. 

Ketiga, Peran Pasif. Dari indikator ini BPD Desa Haumeni Ana melakukan 

musyarawarah untuk merencanakan pembangunan melalui Musdes, musdus, musrenbangdes. 

Namun BPD kurang membangun komunikasi untuk meningkatkan keaktifan masyrakat 

dalam perencanaan pembangunan di Desa sehingga banyaknya perencaan pembangunan 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Peneliti memiliki 

saran terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan 

Di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Yaitu: 

Pertama, disarankan Kepada Pemerintah Desa Haumeni Ana untuk meningkatkan kerja 

sama dengan BPD dalam perencanaan pembangunan. 

Kedua, disarankan Kepada BPD Desa Haumeni Ana untuk konsisten dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dan meningkatkan partisipasi dalam perencanaan 

pembangunan desa haumeni ana. 

Ketiga, disarankan kepada BPD harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan sehingga dapat merealisasikan sesuai dengan harapan masyarakat. 
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